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ABSTRAK

Terdapat penilaian yang dapat mengkaitkan pemahaman tentang relevansi pemikiran
al-Ghazali dalam menyongsong perubahan zaman, dimana konsepsi al-Ghazali dibidang
politik, setidaknya mewakili pemikiran Sunni Klasik untuk dapat disejajarkan dengan
berbagai tipe pemikiran politik abad modern. Hal tersebut berangkat dari pemahaman tipologi
pemikiran al-Ghazali yang cenderung konservatif sekaligus modernis. Konservatif dalam arti
pemikiran al-Ghazali berdiri diantara berbagai system yang muncul pada masa kekuasaan
masih dalam pola kekhilafahan, sedang modernis, dimana tipe pemikiran al-Ghazali yang
cenderung dinamis, dan dapat senantiasa dikaji serta disejajarkan pada perubahan zaman.

Jenis penelitian ini adalah penelitian literer (library research), dan bersifat deskriptif
analitis. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan penalaran deduktif dan induktif.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan histories dan
normative, sedang data yang dikumpulkan bersumber dari data primer dan sekunder.
Pengelolaan data dilakukan dengan langkah-langkah pengamatan, mengklasifikasi dan
mensistematisasi data-data, kemudian melakukan analisis lanjutan terhadap data-data yang
telah tersedia. Data yang telah dikelola, akan dianalisis dengan menggunakan alur pemikiran
interpretasi, kesinambungan insting, dan komparasi.

Dalam memformulasikan pemikirannya tentang negara al-Ghazali lebih mengarahkan
pada penerapan prinsip kemaslahatan di mana pemikirannya lebih mendasarkan pada
pertimbangan akhlak dan moral keagamaan. Pemikiran al-Ghazali dalam perpolitikan sunni
memiliki kekhususan tersendiri, kalau dihubungkan dengan pemikiran kenegaraan modern,
banyak relevansinya. Ini dapat dilihat dari pemikirannya tentang asal-usul berdirinya negara
dengan sifat alamiah yang dimiliki manusia, tujuan berdirinya negara, kebutuhan akan
penguasa, serta tugas dan kewajiban kepala negara yang dalam perpolitikan moder diatur
secara tegas dan nyata.

Key word: al-Ghazali, kenegaraan, kenegaraan modern, prinsip maslahah
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1. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap
(p¥=ia ditulis muta’aggadin
32 ditulis iddah
III. Ta’ marbutah di akhir kata
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4 ditulis hibah
45 ditulis Jizyah
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IV. Vokal Pendek
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IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaruhi
(EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perbincangan tentang sistem politik dalam Islam selalu menank sepanjang
sejarah kenegaraan kaum muslim. Isu antara Islam sebagai sistem ritual dan
sistem kehidupan yang integral antara aspek duniawi dan ukhrawi selalu muncul
di tengah-tengah pencarian konsep tentang negara. Memang untuk saat ini hampir
tidak ada di belahan wilayah yang belum secara utuh membentuk suatu negara,
atau dalam artian di manapun dewasa ini konsepsi tentang negara sudah
teraplikasikan. Hanya saja, tatkala prakiek bemegara itu belum sepenuhnya
menjamin hak-hak warga negara dan memenuhi hajat hidup orang banyak, baik
yang menyangkut ke dalam maupun ke luar, perbincangan tentang konsep negara
selalu muncul di tengah-tengah kelangsungan suatu negara.”

Se¢jalan dengan perkembangan keilmuan di kalangan umat Islam, maka
pemikiran yang berkenaan tentang sistem kenegaraannya juga berkembang.
Perkembangan itu dalam konsepsi keilmuan dirumuskan sebagai politik Islam,
yang dalam tulisan Ibnu Taimiyah dinamakan as-Siyasah as-Syar'iyah atau
disebut dalam teori Al-Mawardi sebagai al-Ahkam Sultaniyah. Konsepsi tersebut
berupaya mefleksikan usaha pencarian terhadap landasan intelektual- bagi fungsi

dan peranan negara atau pemerintahan sebagai faktor instrumental dalam

o Y Jeje Abdul Razak, Politik Kenegaraan: Pemikiran-pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu
{aimiyyah, (Surabaya: Bina lmu, 1999), hlm. 1.



memenuhi  kepentingan dan  kesejahteraan umat Islam baik lahir maupun
batin.”

Kenyataan di atas, setidaknya berangkat dart pota pemikiran di kalangan
umat Islam dimana sampai sekarang terpecah dalam tiga aliran yang memandang
hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. Ketiga aliran tersebut sebagaimana
dikemukakan Munawir Sjadzali® mempunyai pandangan yang berbeda-beda
dalam mengzitkan hubungan Islam dan ketatanegaraan, yaitu: Perfama, aliran
yang berpendirian bahwa Islam bukan semata-mata agama dalam pengertian
barat, vaitu hanya menyangkut hubungan antara manusia dengan tuhan,
sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan
pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara,
Para tokoh yang mewakili dari aliran ini adalah al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu
Taimiyah dan Ibnu khaldun, dari kalangan tokoh sunni klasik, serta syeikh Hasan
al-Banna, Sayyid Quthub, M. Rasyid Ridha, dan Abul A’la al-Maududi, dari
generasi pembaharu Islam abad ke 20. Kedua, aliran yang berpendirian bahwa
Islam adalah agama dalam pengertian barat, yang tidak ada hubungan dengan
urusan kenegaraan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul
biasa sepertt halnya rasul-rasul sebelumnya dimana tugas tunggalnya adalah
menyampaikan risalah kerasulannya kepada seluruh umat manusia, dan Nabi tidak
pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Tokoh-

tokoh aliran ini, misalnya Al bin Abdul ar-Raziq dan Dr. Thaha Husain. Ketiga,

2 Dr. Fuad M. Fachruddin, Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm.
263.

» Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: UI Press, 1990), him. 1-2.



aliran yang menolak pendapat bahwa Islam adalah suvatu agama yang serba
lengkap dan bahwa Islam terdapat sistem kenegaraan, tetapi aliran ini juga
menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat yang hanya
mengatur hubungan antara manusia dan maha penciptanya. Aliran im
berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem kenegaraan, tetapi terdapat
seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Tokoh yang mewakili aliran
ini adalah Dr. Husm Haikal.

Dalam sejarah Islam , konsep kenegaraan yang dirumuskan oleh para ulama
paling tidak mempunyai dua tujuan sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Din
Syamsudin.” Pertama, untuk menemukan idealitas Islam mengenai negara (baik
secara teoritis maupun secara formalis), artinya sebuah upaya untuk menjawab
bagaimana bentuk negara dalam Islam. Hal ini diasumsikan dalam suatu hal yang
mustahil dalam ajaran Islam yang sempurna tidak menyinggung masalah
kenegaraan. Padahal masalah itu merupakan suatu yang sangat penting dalam
kehidupan umat Islam. Kedua, untuk mengupayakan idealisasi dari Islam
terhadap proses penyelenggaraan negara (baik pencarian substansial kenegaraan
atau dari segi praktis bernegara). Proses penyelenggaraan ini berupaya
menjabarkan bagaimana isi negara menurut Islam. Karena menurut pendekatan
yang kedua ini, didasarkan pada asumsi bahwa Islam tidak membawa konsep

tertentu tentang negara, tapi hanya menawarkan prinsip-prinsip dasar berupa etika

dan moral.

? M. Din Syamsuddin, “Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran
Politik Islam™, Jurnal Ulumul Qur'an, No. 2 Vol. IV, (Januari: 1993), him. 4-9.



Kedua pendekatan di atas , secara teoritik terlihat berbeda, akan tetapi bila
dilihat dari segi tujuannya, mempunyai kesamaan yaitu adanya titik temu antara
idealitas agama dan realitas politik. Sejarah pemikiran kenegaraan Islam telah
berhasil memunculkan tokoh-tokoh yang konsep kenegaraannya masih orisinil
untuk dipelajari sampai sekarang, salah satunya adalah Al-Ghazali.

Al-Ghazali yang mempunyai julukan Al-Hujjatul Islam, selama ini dikenal
sebagai tokoh pembaharu dalam Islam yang dinisbatkan kepada keberhasilannya
dalam mengawinkan masalah hukum Islam (Figh) dengan ajaran moral (Tasawuf)
dengan sedikit dikategorikan sebagai tokoh filsafat. Meskipun demikian dalam
beberapa tulisannya, beliau juga tidak lepas menyinggung masalah-masalah
kenegaraan, dan menyikapi berbagai keadaan kenegaraan di sekitarnya dengan
kedalaman peémikirannya secara jernih. Beliau juga banyak menyinggung etika
dan moral sebagai landasan kehidupan bemegara, sebagaimana tercantum dalam
tulisannya yang berjudul Ar Tibr Al-Masbiik fi Nasihat Al-Mulk. Selain itu dalam
kitabnya Thya' ‘Uliimuddin, beliau juga banyak menyinggung pokok-pokok
kenegaraan dan formulasi kehidupan bernegara yang seharusnya dijalankan.”

Dalam pandangannya terhadap masalah-masalah kenegaraan, Al-Ghazali
termasuk tokoh yang banyak bersikap akomodatif dan kompromistik, terutama
terhadap penguasa serta tokoh-tokoh yang melingkupinya, meskipun demikian
kntik serta koreksinya juga terkadang keras terutama terhadap penyelewengan
dan penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa. Selain hal tersebut, Al-Ghazali

tidak termasuk tokoh yang bersikeras bahwa Islam harus secara legal formal

% Jeje Abdul Razak, Politik Kenegaraan. .., him. 3.



sebagai dasar negara. Tetapi Al-Ghazali lebih menekankan aspek substansial
nilai-nilai ajaran agama daripada segi-segi formal simbolik. Oleh karenanya,
Yusuf Qardhawy mengategorikan Al-Ghazali sebagai tokoh yang moderat dalam
mensikapi tentang aspek-aspek kehidupan masyarakat, dimana ia lebih cenderung
menanamkan nilai-nilai akhlaq (moral) dalam menjalankan tugas-tugas
kenegaraan. 5

Menelusuri pemikiran Al-Ghazali tentang negara tidak lepas dari
pertimbangan pengaruh jiwanya sebagai seorang sufi, dimana yang menjadi
pertimbangan beliau yang paling utama adalah pertimbangan kebaikan yang
menjamin umat secara utuh dan menyelurubh, mempertimbangkan segi manfaat
dan mudharatnya dalam fnenciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Konsep
tersebut dalam rumusan para ahli hukum Islam dikenal dengan konsep ai-
Maslahah.

Al-Maslahah menduduki posisi yang sangat penting dalam menentukan
rincian prinsip-prinsip umum tentang kenegaraan dalam Islam, misalnya al-
Qur’an dan as-Sunnah tidak menentukan bagaimana bentuk pemerintahan suatu
negara Islam, karena esensinya tidak terletak pada bentuk pemerintahan, tetapi
kepada prinsip-prinsip umum yang sudah digariskan dalam al-qur’an dan Sunah
Rasul. Karena itu melalu al-Maslahah, manusia diberi kewenangan dan

kebebasan untuk memilih dan menentukan sendiri benfuk pemerintahan apa yang

® Lihat Yusuf Qardawi, Pro dan Kontra Pemikiran Al-Ghazalialih bahasa Ahmad
Cholid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1988), him. 89.



paling baik bagi mereka, termasuk sistem pengaturan terhadap kehidupan

bernegara.”

Dalam mengaitkan antara prnsip al-Maslahah dengan tujuan negara
tersebut, Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa Masiahah Islamiyah
tersebut dapat diperlakukan sesuai dengan kebutuhan yang menyangkut
kepentingan umum, bukan kepentingan tertentu (khusus), karena prinsip ajaran
Islam adalah mendahulukan kemaslahatan umum dan menghindarkan dari
mafasid (kerusakan) yang dapat terwujud di dalamnya. Kemaslahatan tersebut
mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu: memelihara agama , jiwa,
akal, harta dan keturunan, karena agama ditegakkan diatas pilar-pilar kehidupan
dari yang lima tersebut.”

Sejalan dengan hal tersebut, Al-Ghazali menegaskan kemaslahatan umat
bisa terwyjudkan dengan memelihara terhadap kelima hal di atas, dan sebagai
perantaranya, umat Islam membutuhkan sebuah wadah yaitu negara. Negara
tersebut yang bertugas menjaga bangunan (agama) agar dapat menghantarkan
kepada kebahagiaan hakiki umat manusia.” Prinsip tersebut sejalan pula dengan

tujuan berlakunya hukum dan ajaran Islam yaitu mengantarkan keadilan,

" M. Thahir Azhari, Negara Hukum: Suati Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari
segi Hukum Islem, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta:
Bulan Bintang, 1992), hlm. 79.

% M Abu Zahra, Ushu! Figih, alih bahasa oleh Saefullah Ma’sum, (Jakarta: Pustaka
Firdaus,1997), hlm 548.

*) Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, fhya' ‘Ulimuddin, (Bairut; Dar Al-Fikr, 1973), IT :
31.



kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat
10)

Keterpaduan pemikiran Al-Ghazali tentang prinsip kenegaraan dengan
prinsip Al-maslahah yang bersumber dari nilai hukum Islam tersebut merupakan
dua permasalahan yang menarik untuk dikaji dan diteliti. Hal tersebut tentunya
untuk mengetahui sejauhmana dasar-dasar yang digunakan Al-Ghazali dalam
memformulasikan tentang masalah kenegaraan yang sejalan dan sesuai dengan
prinsip al-Maslahah, serta sejauhmana jiwa dan prinsip al-Maslahah memainkan
peran dalam mempengaruhi pemikirannya tersebut. Karena seperti diketahui,
bahwa Al-Ghazali merupakan tokoh fenomenal dengan latar belakang keilmuan
dan pendidikan yang kompleks. Selain itu kondisi sosiologis keagamaan
masyarakat dimasa ia hidup sangat mempengaruhi terhadap hasil pemikirannya

tersebut.'?

Dalam kaitannya dengan dinamika pemikiran di atas, pemikiran al-Ghazali
setidaknya membentuk formulasi adanya prinsip “negara kesejahteraan™ atau
negara yang berbasis pada nilai kebaikan umum, yang dalam teori politik moderm,
menjelma dalam berbagai varian dan tipe sistem politik di dunia ini. Persoalan
yang timbul adalah, sistem yang seperti apa yang sesuai, atau paling tidak dapat
mewakili pola dan bentuk pemikiran seperti yang dikemukakan al-Ghazali.

Meskipun pada dasarnya, semua sistem politik mengarah kepada kemaslahatan

umum, atau memiliki tujuan murni mensejahterakan masyarakat, namun dalam

' Ibnu Taimiyah, As-Siydsah Asy-Syar ‘Tyah fi Isiah AI-Ra'i wa AI-Ra’iyyak (Bairut: Dar
Al-Kutiib Al-‘Timiyah, 1988), him. 134.

'Y Lihat Abii Hamid Muhammad al-Ghazali, Al-Mungiz min Ad-Daldl, Cet TI, (Kairo:
tnp,1978).



berbagai tipe dan kecenderungan sistem politik yang ada, paling tidak dapat
dipilah adanya sistem politik yang benar-benar selaras dan sesuai dengan jiwa
keadilan, seperti halnya yang dirumuskankan al-Ghazali.

Persoalan di atas, menarik untuk dikaji mengingat polarisasi pemikiran
politik sunni di abad ke-20 ini mengalami varian yang beragam, setidaknya ketika
muncul beberapa kecenderungan aliran seperti, konservatif, modermnis, dan liberal
atau sekularis. Aliran konservatif tampil dengan identitas simbol-simbol Islam
yang vulgar scbagai salah satu ekspresi penolakan secara tegas terhadap barat
secara umum. Modemisme mempunyai apresiasi tersendiri terhadap barat,
utamanya dalam hal rasionalisme politik dan demokrasi. Hal ini dapat terjadi
karena modemisme bukan saja menganjurkan adanya ijtihad yang relatif bebas
dan terus-menerus sehingga selalu ada rumusan baru yang berbasis pada nilai-
nilai fundamental Islam untuk menerjemahkan realitas, tetapi juga karena
modernisme mampu secara rendah hati mengambil dimensi positif nilai-nilai barat
yang kemudian dipadukan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. sedangkan
liberalisme muncul dengan membawa nilai-nilai barat yang sekuler hampir secara
utuh.'?

Dan ketiga varian di aﬁs, setidaknya terdapat penilaian yang dapat
mengkaitkan pemahaman tentang relevansi pemikiran al-Ghazali dalam
menyongsong perubahan zaman, dimana konsepsi al-Ghazali di bidang politik,
setidaknya mewakili pemikiran sunni klasik untuk dapat disejajarkan dengan

berbagai tipe pemikiran politik abad modern. Hal tersebut berangkat dari

'Y Hamid Enayat, Modern Islamic Political Thought: The Respont of the Shi'i and Sunni
Mouslim 1o the Twenty Century, Cet. I, (London: The Macmillan Press, 1982), him. 47.



pemahaman tipologi pemikiran al-Ghazali yang cenderung konservatif sekaligus
modernis. Konservatif dalam. arti pemikiran al-Ghazali. berdiri diantara berbagai
sistem yang muncul pada masa kekuasaan masih dalam pola kekhilafahan,
sedangkan modemis, dimana tipe pemikiran al-Ghazali yang cenderung dinamis;

dan dapat senantiasa dikaji serta disejajarkan pada perubahan zaman,

B. POKOK MASALAH
Berdasarkan uraian singkat dalam latar belakang diatas, maka pokok
masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana pemikiran Al-Ghazali di bidang kenegaraan ?
2. Bagaimana relevansi pemikiran al-Ghazali tersebut terhadap konsepsi
negara moderm ?
3. Bagaimana implementasi prinsip al-Maslahah dalam pemikiran al-
Ghazali di bidang kenegaraan?
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah ;
1. Mendeskripsikan pemikiran Al-Ghazali di bidang kenegaraan.
2. Mendeskripsikan televansi pemikiran. al-Ghazali tersebut terhadap

konsepsi negara modern.

78]

- Mendeskripsikan implikasi prinsip al-Maslahah dalam pemikiran al-
Ghazali di bidang kenegaraan.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Dapat menjawab pokok-pokok masalah di atas.

2. Dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang figih siyasah dalam

khasanah pemikiran politik Islam.
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3. Dapat menjadi rujukan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya yang

lebih sempurna.

D. TELAAH PUSTAKA

Sejauh ini, dalam penelusuran yang dilakukan oleh penyusun, belum ada
skripsi atau tesis yang isinya membahas terhadap permasalahan di atas,
Kebanyakan skripsi yang ada, hanya meneliti pemikiran al-Ghazali dalam
berbagai disiplin ilmu selain ilmu politik, seperti tasawuf, ilmu kalam, filsafat,
hukum Islam dan bidang-bidang yang lain seperti bidang pendidikan, akhlak,
sosial dan lain-lain. Sedangkan skripsi tentang al-Ghazali yang meneliti bidang
politik, sejauh penelususan penyusun, hanya yang dilakukan oleh saudan Siti
Marlena dengan judul skripsi,” Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun dalam pemikirannya
tentang negara”, (Fakultas Adab: SKI, 1988). Skripsi tersebut dalam pandangan
penyusun masih sangat sederhana dan terbatas serta belum mengeneralisasi
pemikiran al-Ghazali secara lengkap, selain itu persoalan tentang landasan
pemikiran al-Ghazali di bidang politik, juga belum tersentuh sama sekali. Hal
inilah yang menjadikan penelitian tentang pemikiran al-Ghazali dalam skripsi ini,
relevan untuk dilakukan, karena skripsi ini dimaksudkan untuk meneliti lebih javh
konsepsi kenegaraan al-Ghazali serta berbagai pertimbangan dan latar belakang
yang melingkupinya.

Dalam perbincangan tentang pemikiran khazanah keilmuan dalam Islam,
sudah puluhan atau bahkan ratusan ilmuwan baik dan pemikir muslim maupun

pemikir Barat yang telah meneliti hasil pikiran-pikiran Al-Ghazali. Semua
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mengekpresikan hasil pemikirannya dari sudut pandang dan keilmuan yang
berbeda. Hal tersebut dikarenakan Al-Ghazali merupakan tokoh penting yang
dalam sejarah tercatat banyak mewarnai keilmuan Islam lewat karya-karyanya
dalam berbagai disiplin ilmu yang beragam. Perjalanan hidupnya sendiri menank
untuk dicermati, karna disinilah tergambar dengan jelas peralihan jiwanya dalam
berbagai kelompok aliran keagamaan dan Al- Ghazali menuangkan sendiri
perjalanan spiritual jiwanya kedalam karyanya yaitu Mungiz min Ad-dalal.

Para ilmuwan yang meneliti tentang Al-Ghazali-pun banyak yang
berspekulasi tentang kecenderungan dominasi aliran yang mengikat jiwanya,
misalnya tentang mutakallimin (deelaimer) seperti yang diklaim oleh kebanyakan
sarjana Barat, atau seorang mistiskus (ahli tasawuf fslam) seperti yang diyakini
oleh kebanyakan sarjana mustim. Fazlur rahman sendiri menolak klaim barat yang
mengategorikan Al-Ghazali sebagai seorang mutakallimin (ahli kalam). la tetap
mengategorikan Al-Ghazali sebagai seorang sufi, meskipun awalnya-awalnya Al-
Ghazali banyak berkecimpung dalam lapangan filsafat dan ilmu kalam.'®

Sejauh ini penelitian tentang Al-Ghazali lebih banyak ditekankan pada
pemikirannya dalam bidang ilmu kalam, filsafat atau tasawuf. Sementara yang
mengkaji pemikirannya dalam lapangan poilitik (kenegaraan) masih sangat
jarang. Diantara tokoh yang telah meneliti pikiran-pikiran Al-Ghazali dalam
bidang politik adalah Dr. Zaki Mubarak lewat karyanya Al ahlag ‘indal Ghazalf
(Kairo, 1924), Dr. Ahmad Farid Rifa’i lewat karyanya Al-Ghazalf (Kairo, 1936).

Dua karya di atas secara khusus menyoroti pemikiran Al-Ghazali yang tersebar

') Fazlur Rahman, Jslam, alih bahasa oleh Ahsin Muhammad, (Jakarta: Pustaka, 1984),
him. 142.
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lewat karya-karyanya. Kedua karya di atas juga banyak menyinggung pemikiran
al-Ghazali khususnya yang berkaitan dengan politik serta prinsip kenegaraan yang
secara ekplisit disisipkan Al-Ghazali di dalam karyanya seperti Thya’ Ulamuddin,
al-Iqtishad fi Al-I 'tiqad dan At-tibr Al-masbitk fi Nasihdt Al-mulk. Sedangkan para
ilmuwan lain yang banyak menyinggung pemikiran Al-Ghazali di dalam karya-
karya mereka misalnya M. Diauddin Rais lewat An-nazariyyat as-Siyasat al-
Islamiyah (Kairo,tanpa tahun), Fahmi Huwaidy lewat karyanya Al-Islam wa Al-
dimugratiyah (Kairo,1993).

Sedangkan di Indonesia, Para tokoh yang meneliti pikiran kenegaraan Al-
Ghazali diantaranya; Zainal Abidin Ahmad lewat karyanya Konsepsi Negara
Bermoral menurut Al-Ghazali (1975) dan Riwayat hidup Al-Ghazali (1976),
Munawir Sjadzali lewat karyanya Islam dan Tata Negara (1990), M. Hasbi As-
Shidiqy, limu Kenegaraan dalam Figih Islam, ( 1991), Fuad M. Fahruddin,
Pemikiran Politik Islam (1988) dan tokoh-tokoh lain yang menyinggung
pemikiran Al-Ghazali baik yang secara utuh mengulas pemikiran al-Ghazali
maupun yang menyisipkan buah pemikiran Al-Ghazali di dalam karya-karya
mereka.

Sementara tentang masalah al-Maslahah, para penulis yang membahas dan
menfokuskan pemikiran mereka terhadap masalah tersebut diantaranya,
Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthy lewat karyanya Dawabit Al-Maslahah fi
Asy-Syart’ah Islamiyah, Wahab Az-Zuhaily lewat karyanya Nazariyyah ad Durah
Asy-Syar'iyyah serta Husain Hamid Hasan dalam Kkaryanya Nazariyyah Al-

maslahah fi Al-figh Al-Islam (1971). Dari ketiga karya di atas, masalah Al-



maslahah tidak dikaitkan terhadap persoalan kenegaraan secara langsung, akan
tetapi lebih mengarah kepada maslahah sebagai sumber pencarian landasan dalam
lapangan muamalat secara umum.'¥

Tokoh yang mengaitkan persoalan al-Maslahah dengan persoalan sistem
kenegaraan secara langsung adalah Muhammad Tahir Azhan lewat karyanya
Negara Hukum; Suatu Studi terhadap Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi
Hukum, impelementasinya pada periode negara Madinah dan Masa kini, (1992)
serta Islam untuk disiplin Ilmu Politik, Sosial dan Ekonomi (1989). Dalam
karyanya tersebut Tahir Azhari menjadikan Al-maslahah sebagai landasan dalam
memformulasikan pemikirannya tentang sistem Nomokrasi I[slam yaitu suatu
system negara yang disandarkan terhadap nilai dan ajaran Islam yang
mengedepankan unsur kemaslahatan untuk kepentingan bersama.

Sedangkan tokoh yang secafa langsung mengangkat permasalahan prinsip
al-maslahah dan mengaitkan ;.;ecara langsung dengan pemikiran politik Al-Ghazali
adalah Jeje Abdur Razaq lewat karyanya Politik kenegaraan: Pikiran-pikiran Al-

Ghazali dan Ibnu Taimiyah (1999).

E. KERANGKA TEORITIK

Prinsip dasar Islam tentang pengaturan kehidupan publik bermasyarakat,
berbangsa dan bemegara (Siydsah ad-Dunya) adalah mewujudkan kemaslahatan
umat atau kesejahteraan rakyat secara umum (al-maslahat wmmat). Tujuan

substantif-universal disyaratkan hukum-hukum agama adalah mewujudkan

4 Jeje Abdur Razak, Politik Kenegaraan.._, him. T1.
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kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan di
akhirat.'”

Kemaslahatan itu utamanya ditujukan untuk menjamin hak-hak dasar
kemanusiaan yang meliputi: 1) hak dan kebebasan beragama (kifz ad-din), 2)
Keselamatan fisik atau jiwa (hifd an-nafs), 3) Keselamatan harta dan keturunan
(hifz an-nasl), 4) Keselamatan harta benda atau hak milik pribadi (hifz al-mal),
dan 5) keselamatan akal atau kebebasan berfikir (hifz al-agl).'®

Kemaslahatan dalam konteks geografis, sosial, polittk dan kebudayaan
aktual akan mempunyai nuansa perbedaan tafsir, cakupan, bahasa dan idiom-
idiom struktural, meskipun pada esensinya memiliki makna yang sama dan
universal. Untuk mewujudkan kemaslahatan pada level praktek politik, dalam
diskursus figih islam dikenal terminologi " 4s-Sivasah-As-syar'ivah", yaitu teori
yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan publik, penguasa
{Imam) bisa mengambil atau memutuskan suatu kebijakan tertentu untuk
menegakkan kemaslahatan itu, meskipun hal ini tidak ditetapkan secara eksplisit
oleh nash."” Dengan teori ini Islam merupakan agama inklusif dan relevan
dengan kebutuhan dan kepentingan umat manusia dalam rotasi waktu dan lingkup

geografis yang berbeda.

) Lihat abdul Wahab Khalaf, lmu Ushul Figik, alih bahasa Masdar Khilmi, (Bandung;
Gema Risalah, 1996), hlm. 356.

16) As-Syatiti, Al-Muwafaqat fi Usil Al-Ahkam, Cet 1L, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1971), him.
64.

™ Abdur Rahman Taj, As-Siydsah Asy-Syar’ivyah wa Al-Figh Al-Islamiyah, (itp.
Matba’ah Dar At-Ta’luf, 1963), him. 10.
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Pada hakekatnya, yang paling tahu tentang sesuatu yang maslahat bagi
seseorang atau masyarakat adalah orang atau masyarakat itu sendiri. Karenanya,
sebagai mahluk yang bebas, bermartabat dan berdaulat, manusia diberi wewenang
untuk mengatur urusan mereka sendir sesuai dengan kepentingan dan kebaikan
masing-masing. Sedangkan wahyu (nash) berfungsi sebagai inspirasi teologi atau
patokan-patokan fundamental preferensi kebijakan bersama.

Karena itu, menurut As-Salami, yang baik (Maslahaf) dan yang buruk
(Mafsadah) ba.gi kehidupan manusia di dunia diketahui dan ditentukan oleh akal
manusia sendin (ma'ruf bi al-agl). Sedangkan yang baik dan buruk untuk
kehidupan akhirat hanya bisa diketahui dengan wahyu (naq).'®

Prinsip al-Maslahah dan impelementasinya dalam kehidupan bernegara
mengacu pada Kaidah Ushuliyyah yang berbunyi:

9 Amballly b s 28} Jo sLaVI Ob s

Dan Kaidah:

0 gie dzdY) tLA\ S e oletll Jiadl O

Dalam perspektif teori as-Siyasah Asy-Syar’iyah, rumusan bentuk negara
yang sesuai dengan ajaran Islam sangat beragam. Sistem pemernmtahan yang

mengacu pada al-Qur’an dan as-Sunah mempunyai corak dan karakter yang

18) AbT Muhammad “Izzuddin  ‘Abd al-Azis bin As-Salam As-Salami, Qawaid Al-Ahkam
Jfi Masdlih Al-Andm,, (Kairo: Dar As-Sarq li At-Tiba’ah, 1969) 1 : 5-8.

) Imam Jalaluddin Abdurrahman Abi Bakar As-Syuyiiti, Asyba wa Nadair, (Kairo: Tnp,
1963), him. 83,

) Ibid.



sangat luas, sesuai dengan interpretasi dalam kondisi geografis dan budaya yang
berbeda dalam suatu wilayah negara.

Meskipun demikian, dalam menempatkan Maslahah sebagai prinsip utama
bagi dasar pemerintahan dalam Islam, Yusuf Qardhawy menjabarkan pengertian
Maslahah secara luas sebagai upaya menjaga tujuan syari’ah. Tujuan syari’ah
yang dituntut manusia ialah menjaga agama, din, akal, keturunan, harta benda,
kehormatan, rasa aman, hak dan kewajiban manusia, menegakkan keadilan dan
solidaritas di tengah-tengah umat yang ideal serta apapun yang memudahkan
hidup manusia, menghindarkan kesulitan dari manusia, menyempurnakan akhlaq
yang mulia, menuntun manusia kepada jalan yang paling lurus dalam adab,
tradisi, tatanan dan mu’amalah.” n

Dalam sejarah, pertimbangan kemaslahatan (maslahah) telah banyak
digunakan, baik pada masa Rasulullah maupun pada masa shahabat untuk
memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan kenegaraan. Karena
pertimbangan kemaslahatan, yang mendorong Khalifah Umar bin Khatab
menetapkan pajak, mendirikan kantor, membagi beberapa kekuasaan di daerah,
mendirikan penjara, menjatuhkan berbagai macam hukuman untuk pencegahan,
mengambil separoh kekayaan pejabat jika pejabat yang bersangkutan berbisnis,
membatasi kepergian prajurit ke medan peperangan maksimal empat bulan,
memberikan tunjangan kepada setiap anak kecil dan lain sebagainya. Semua itu

dilakukan karena pertimbangan karena melihat adanya kemaslahatan di dalamnya.

0 Yusuf Qardhawy, Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam, alih bahasa Kathur
Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1994), him. 86.
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Sementara itu karena pertimbangan kemaslahatan pula yang mendorong
Khalifah Utsman bin Affan untuk menulis mushaf a-Qur’an dengan satu model
bagi seluruh kaum muslimin, lalu memperbanyaknya untuk dibagi-bagikan ke
semua wilayah Islam. Juga atas perimbangan kemaslahatan yang mendorong
Khalifah Ali bin Abi Thalib menyuruh Abul Aswad ad-Dauly untuk menulis
dasar-dasar ilmu nahwu, setelah pola penuturan bahasa banyak terpengaruhi oleh
bahasa-bahasa lain.

Meskipun banyak dipergunakan sebagai dasar-dasar pertimbangan publik,
al-Maslahah dalam pandangan para ulama, memiliki syarat-syarat tersendiri yang
oleh Asy-Syatibi terdapat tiga hal yaitu: Perfama, kemaslahatan sendiri harus
rasional, bisa diterima akal tap: tidak berlaku untuk masalah-masalah ubudiyah,
sebab pada dasamnya ubudiyah itu tidak ditetapkan dengan penerimaan akal
maupun penolakannya. Kedua, harus sesuai dengan tujuan syari’at secara umum,
tidak menafikan diantara dasar-dasamya dan dalil-dalilnya yang sudah kongkrit,
tetapi sejalan dengan kemaslahatan yang dikehen_daki syari’ah, atau minimal
mendekati tujuan syari’ah. Ketiga, dilandaskan pada upaya untuk menjaga .
masalah yang urgen atau menyingkirkan kesulitan yang pasti dalam masalah
agama ™

Dalam berbagai kasus kenegaraan, yang mendorong para ulama untuk
menyetujui kemaslahatan, karena mereka merasakan kebutuhan manusia pada saat
im untuk mempertimbangkan berbagai kemaslahatan dalam penetapan hukum,

fatwa dan pengadilan. Di samping itu, mereka juga mendapatkan dalil-dalil yang

™ fihat As-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usiil Al-Akkam, hlm. 67.
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sifatnya umum dalam nash, kaidah, dan tujuan syari’at sehingga semakin
menguatkan pengambilan keputusan berdasarkan kemaslahatan.

Atas dasar tersebut diatas, undang-undang modern menjamin berbagai
macam hukum yang mengacu kepada kemaslahatan dan tidak ada acuan yang
lain, seperti menetapkan peraturan lalu lintas, beserta hukuman bagi
pelanggarnya, menetapkan surat izin mengemudi (SIM) bagi pengguna kendaraan,
menetapkan undang-undang pemerintahan untuk terlaksananya segala urusan
pemerintahan, dan lain sebagainya. Semua itu tidak lepas dari tujuan umum untuk
mempermudah segala urusan manusia dan mencapai kesejahteraan hidupnya.””

Di sisi lain, pendirian negara dalam perspekiif Islam memiliki tujuan dan
kerangka yang jelas, yaitu sebagai wadah yang menghantarkan kesejahteraan
manusia baik dalam kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi. Tujuan
negara tersebut mengacu pada firman Allah yang berbunyi:
| ph g g bl g al g SIS0 31 g SDLAN galdl (2 W1 (3 pgiSes OV el

o NV adle By Sl

Dari ayat di atas dapat ditarik pengertian bahwa dalam Islam, menetapkan
suatu tyjuan dalam bernegara yang itu meliputi beberapa aspek penting dalam
kehidupan bermasyarakat, diantaranya yaitu: Pertama, menciptakan masyarakat
yang Islami, patuh dan taat pada ajaran dan syari’at Islam serta mewujudkan
kehidupan yang agamis dalam tatanan masyarakat. Hal tersebut dalam al-Qur’an
disebutkan sebagai perintah mendirikan shalat (eqamu as-Shalat). Kedua,

menciptakan kemakmuran rakyat dengan mempertimbangkan prinsip keadilan,

) fihat Yusuf Qardiawy, Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam, hlm, 96.

#) QS. Al-Hajj (22) : 41.
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persamaan, dan kesejahteraan dalam kehidupan umat. Perintah tersebut dalam al-
Qur’an disebutkan sebagai (atil az-Zakar). Ketiga, menegakkan sistem keadilan
dalam masyarakat dengan menciptakan kebaikan serta menanggulangi
kemungkaran (amar ma'ruf nahi mungkar). Ketiga tyjuan tersebut merupakan
kerangka dasar bagi pembentukan masyarakat yang Islami seperti yang dicita-
citakan al-Qur’an.®”

Dalam sistem kenegaraan yang tumbuh dewasa ini, tujuan negara
setidaknya ada empat seperti dikemukakan oleh Merriam Budiardjo®®, yaitu:
Pertama, melaksanakan ketertiban (Jlaw and order) untuk mencapai tujuan
bersama dan mencegah bentrokan dalam masyarakat. Kedua, mengusahakan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Ketiga, mengadakan pertahanan untuk
menjaga segala gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Keempat, menegak

keadilan lewat lembaga-lembaga peradilan.

F. METODE PENELITIAN

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan metode
yang sesuai dengan obyek yang diteliti, karena metode ini berfungsi sebagai cara
mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Disamping itu
metode juga merupakan cara bertindak dalam upaya agar kegiatan penelitian

dapat terlaksana secara rasional dan terarah, dan agar tercapai hasil yang

) fihat Abu a’la al-Maududi, The Islamic Law and Contitution, alih bahasa Asep Hidayat,
(Bandung: Mizan, 1990), hlm. 206; lihat juga dalam al-Khilafah wa al-Mulk, alih bahasa
Muhammad Bagir, Cet. IV, (Bandung: Mizan, 1993) him. 104.

) Mermiam Budiadjo, Dasar-Dasar IImu Politik, Cet. XIX, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 1998), hlm. 46.
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maksimal. Metode dalam penelitian ini berfungsi sebagai kerangka acuan dalam
memutuskan atau berpikir secara rasional daiam melaksanakan penelitian
terhsadap pemikiran al-Ghazali serta berbagai aspek yang terkait di dalamnya.>”
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian literer (/ibrary research), dimana
penggalian data dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilih dan menyeleksi
buku-buku yang memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti
dalam sekripsi ini.
2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah Deskriptif Analitis, merupakan langkah-
langkah yang dilakukan dalam rangka mempresentasikan obyek tentang realitas
yang terdapat dalam obyek yang diselidiki, yakni metode yang digunakan secara
sistematis untuk mendiskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok
masalah. Selanjutnya dari data yang terkumpul diproses dan disusun dengan
memberikan penjelasan atas data, kemudian dianalisa.”® Hubungannya dengan
penelitian ini, Metode Deskriptis Analistis  digunakan terutama untuk
mendeskripsikan kondisi riil pemikiran al-Ghazali yang berkaitan dengan konsep
kenegaraannya ditinjau dari implementasi prinsip al-Maslahah serta relevansinya

terhadap konsepsi kenegaraan modem.

* lihat Anton Bakker, Metode Filsafat, (Yakarta: Galia Firdaus, 1986), hlm. 10.

™ Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: UGM Press, 1995),
hlm.63, dan dalam Winarno Surahmad, Dasar dan Tehnik Research, (Bandung: Tarsito, 1978),
him, 132,
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Dengan demikian dalam kajian ini, pengelolahan data dilakukan dengan
menggunakan penalaran deduktif dan induktif. Yang menjadi prinsip utama dari
metode deduktif adalah penalaran yang berangkat dari kebenaran umum mengenai
suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu
peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang
bersangkutan (prediksi). Dengan kata lain, penalaran deduktif berarti
menyimpulkan hubungan yang tadinya tidak tampak , berdasarkan generalisasi
yang sudah ada.

Sedangkan penalaran induksi adalah proses logika yang berangkat dari data
empirik menuju kepada suatu teori. Dengan kata lain, induksi adalah proses
mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi
suatu rangkaian hubungan atau suatu generealisasi.””

3. Pendekatan Masalah

Sebagai penelitian terhadap pemikiran seorang tockoh dan kemungkinan
pengaruh pemikirannya dalam konteks dan masa tertentu, dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan historis dan normatif. Pendekatan historis adalah suatu
proses pengumpulan serta penafsiran atas gejala-gejala yang timbul di masa
lampau untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha memahami
kenyataan-kenyataan sejarah. Pendekatan ini digunakan dalam usaha melihat dan
memahami setting sosial Al-Ghazali dan melacak  pikiran-pikirannya guna
mengantarkan kepada suatu pemahaman terhadap persoalan-persoalan yang ada_.

Pendekatan normatif adalah suatu proses pengumpulan dan penafsiran atas data

) Gaifuddin Anzar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), him, 40.
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dengan menggunakan teori-teori yang berkembang dan memiliki relevansi dengan
persoalan yang diteliti. Dalam hal ini, pendekatan normatif yang digunakan adalah
teori maslahah dalam pemikiran hukum Islam untuk menguji relevansi dan
keabsahan pemikiran al-Ghazali.

4. Pengumpulan Data

Data-data yang dikumpulkan dalam menunjang penelitrian ini meliputi dua
hal, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dan penelitian ini meliputi
semua kitab-kitab yang memuat pemikiran al-Ghazali yang terkait dengan
permasalahan kenegaraan, seperti (1) lhaya’ ‘Ulamuddmn (1975), (2) Tibr Al-
masbitk fi Nasihat al-Mulk, (3) Al-Mustasfa min ‘llm Al-ushul, (4) Al-Iqtishad fi
Al-I'tigad, (5) Al-Mungiz min Adh-dalal, dan karya-karya Al-Ghazali lainnya
yang membicarakan topik yang sama.

Sedangkan data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku yang punya
kaitan baik secara langsung rﬁaupun tidak langsung dengan pemilkiran al-Ghazali,
baik sebagai penunjang maupun sebagai pengkritik terhadap pemikiran al-
Ghazali.

5. Pengelolaan Data

Pengelolaan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengamatan terhadap aspek kelengkapan, validitas, dan relevansi dengan
tema bahasan.
2. Mengklasifikasi dan mensistematisasi data-data, kemudian diformulasi

sesual dengan pokok permasalahan yang ada.
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3. Melakukan analisis lanjutan terhadap data-data yang telah diklasifikasikan
dan disistematisasikan dengan menggunakan dalil-dalil, kaidah-kaidah,
teori-teori dan konsep pendekatan yang sesuai, sehingga memperoleh
kesimpulan yang benar.

6. Analisis Data
Data yang telah dikelola, akan dianalisis dengan menggunakan alur
pemikiran:

1. Interpretasi, yaitu penyelaman dan penangkapan terhadap arti dan nuansa
atau mengenai ekspresi manusia yang dipelajari, sehingga tercapai
pemahaman yang benar.

2. Kesinambungan insting, yaitu pemahaman bahwa perkembangan pribadi
merupakan kesinambungan kegiatan dan penistiwa dalam kehidupan setiap
orang sebagai mata rantai yang tidak terputus.

3. Komparasi, yaitu membandingkan antara pandangan tokoh yang menjadi
obyek penelitian dengan tokoh lain yang mempunyai kualitas yang

sebanding dalam bidang keilmuan.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memberikan kejelasan dalam pembahasan rancangan karya tulis ini,
penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada Bab satu berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,
Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teortik, Metode

Penelitian dan Sistematika Pembahasan.
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Kemudian pada Bab dua, menguraikan tentang Konsepsi al-Maslahah dalam
konfigurasi pemikiran Hukum Islam, dimana bab ini meninjau kedudukan al-
Maslahah sebagai dasar pengambilan hukum serta berbagai masalah kehidupan.
Bab ini penyusun kemukakan pada bab dua, karena merupakan dasar yang akan
penyusun pergunakan sebagai analisis terhadap bab tiga dan empat. Bab ini
meliputi: Konsep al-Maslahah dan ruang lingkup penjabarannya, Pendapat para
ulama tentang konsep al-Maslahah, serta realisasi konsep al-Maslahah dalam
berbagai kasus-kasus kehidupan.

Dilanjutkan pada Bab tiga yang menguraikan tentang pokok-pokok
pemikiran al-Ghazali di bidang kenegaraan yang meliputi: peneg*c;kan negara,
tuyjuan berdirinya negara, pendukung utama unsur negara, pengangkatan kepala
negara, prasyarat kepala negara, tugas dan kewajiban kepala negara, Sumber
kekuasaan serta priﬁsip—prinsip negara menurut al-Ghazali.

Pada Bab empat, menguraikan tentang pemikiran negara modemn, yang
meliputi: asal usul pembentukan negara, landasan berdirinya negara, tujuan
berdirinya negara, pengangkatan kepala negara, tugas dan kewajiban kepala
negara, prinsip-prinsip negara modem dan ciri-ciri negara modem.

Pada Bab lima, membahas tentang analisis umum terhadap pemikiran-
pemikiran al-Ghazali, yang meliputi: analisis tentang penerapan konsep al-
Maslahah dalam pemikiran kenegaraan al-Ghazali, serta analisis tentang relevansi
pemikiran al-Ghazali terhadap konsepsi negara modem.

Pada Bab enam atau bab terakhir, menguraikan tentang kesimpulan dan

penutup. Pada bab ini juga akan ditambah dengan saran-saran yang diperlukan
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serta daftar pustaka. Kemudian akan dilampirkan juga daftar terjemahan, serta
biografi para tokoh. Tidak lupa juga akan dilampirkan curiculum vitae dari

penulis.



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari berbagai pemaparan tentang pemikiran al-Ghazali diatas serta studi

relevansi terhadap pemikiran politik modemn, paling tidak dapat disimpulkan

beberapa hal untuk mempertegas pembahasan terhadap masalah yang telah

dipaparkan di muka. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

L.

Pada prinsipnya pemikiran al-Ghazali di bidang kenegaraan, memiliki
beberapa kekhususan dibanding dengan pemikiran sunni lainnya. Hal
ini dapat terlihat dalam pemikirannya tentang tujuan berdirinya
negara, pengangkatan kepala negara dan syarat-syaratnya serta tugas
dan kewajiban kepala negara, yang dalam kaca mata pemikiran al-
Ghazali lebih mengarah pada pembentukan “negara kesejahteraan”.
Akan tetapi dalam pemikirannya tentang asal usul berdirinya negara,
landasan berdirinya negara, mekanisme pengangkatan kepala negara,
pemikiran al-Ghazali boleh di bilang memiliki kesamaan dengan
pemikiran sunni lainnya. Dalam memformulasikan pemikirannya
tentang negara, al-Ghazali lebih mengarahkan pada penerapan prinsip
kemaslahatan di mana pemikirannya lebih mendasarkan pada
pertimbangan ahlak dan moral keagamaan. Hal tersebut bisa dilihat
ketika al-Ghazali menerapkan kriteria tersendiri dalam mensyaratkan

pengangkatan kepala negara. Disamping 1itu juga dalam

135
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memformulasikan tugas dan kewajiban kepala negara yang lebih
banyak memiliki pertimbangan ahlak.

Dalam pemikirannya tentang pembentukan negara, pemikiran al-
Ghazali lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran Yunani yang
mendasarkan kedudukan manusia sebagai mahluk sosial dan
kebutuhan akan ‘negara merupakan kodrat alami manusia yang
memiliki sifat senantiasa saling bekerja sama dan saling membantu.
Sementara tyuan pembentukan negara bagi al-Ghazali terdapat
kesamaan dengan pemikiran sunni lainnya, yaitu untuk mewujudkan
kesejahteraan dan kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun
di akhirat, dengan memenuhi kebutuhan duniawai serta menjalankan
syar'at agama secara benar. Mengenai pengangkatan kepala negara,
bagi al-Ghazali merupakan kewajiban yang tidak hanya sebagi
pertimbangan rasio, tetapi juga merupakan kewajiban agama
(syari’at). Dalam pemikirannya tentang tugas dan kewajiban kepala
negara, al-Ghazali menegaskan dengan pemenuhan terhadap berbagai
profesi yang ada, yaitu: pertanian untuk pengadaan pangan,
pemintalan untuk pengadaan makanan, pembangunan untuk
pengadaan pemukiman serta politik untuk pembuatan aturan-aturan
kenegaraan dan hukum.

. Di sisi lain, pemikiran al-Ghazali yang dalam pemikiran perpolitikan
sunni memiliki kekhususan tersendiri, kalau dihubungkan dengan

pemikiran kenegaraan modem, banyak terdapat relevansinya. Hal ini
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dapat dilihat dari pemikirannya tentang asal-usul berdirinya negara
déngan sifat alamiah yang dimiliki manusia, tujuan berdirinya negara,
kebutuhan akan penguasa, serta fugas dan kewajiban kepala negara,
yang dalam perpolitikan modem, diatur secara tegas dan nyata.

Pemikiran al-Ghazali tentang negara, kalau diamati lebih mengarah
pada pemenuhan prinsip al-Maslahah dalam kehidupan bernegara,
dimana pemikiran tersebut lebih mendasarkan pada pemenuhan
terhadap lima hal yang merupakan wujud kemaslahatan, yaitu
penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, harta serta keturunan. Kelima
hal tersebut dalam kehidupan bernegara menjelma dalam berbagai
masalah-masalah kenegaraan yang penting untuk diperhatikan oleh
manusia. Penerapan al-Maslahah dalam kehidupan bernegara
diantaranya berwujud pada beberapa kewajiban dalam kehidupan
manusia, mlisalnya (1) kewajiban mendirikan negara dengan dasar
pemenuhan terhadap kewajiban agama, atas dasar pemeliharaan
terhadap segala kebutuhan manusia dan untuk menggapai tujuan
syari’at yaitu menciptakan kesejahteraan umat baik di dunia maupun
di1 akhirat. (2) Kewajiban mengangkat seorang pemimpin atau kepala
negara sebagai realisasi kewajiban agama, karena realisasi kehidupan
manusia di dunia memerlukan seorang pemimpin yang ditaati dan
dapat menjamin setiap kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Selain
itu fungsi pemimpin atau kepala negara adalah menjamih terciptanya

ketertiban dunia, keamanan jiwa, dan harta benda serta menjamin
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aktualisasi ajaran agama bagi kehidupan umat. Semua itu merupakan
kebutuhan yang sifatnya primer (dharuriyat) bagi kehidupan manusia.
Oleh karena itu fungsi pemimpin tidak lain untuk dapat menjamin
segala kebutuhan manusia baik yang bersifat dharuriyat (primer),
hajjiyat (sekunder) maupun tahsiniyat (pelengkap). (3) Kewajiban
mendirikan atau mengadakan pendukung utama unsur negara. Dalam
hal ini al-Ghazali mengategorikan dalam kebutuhan yang sifatnya
primer misalnya menciptakan lahan pertanian untuk menjamin bahan
makanan, mendirikan pemintalan untuk membuat pakaian bagi
manusia, mengadakan pembangunan fisik untuk menjamin tempat
tinggal, dan adanya politik yang sehat untuk menyusun dan mengelola
negara, pengaturan kerja sama, penyelesaian sengketa serta
perlindungan terhadap bahaya dari luar. Selain kebutuhan tersebut, al-
Ghazali juga mensyaratkan adanya kebutuhan yang termasuk kategori
hajjiyat (sekunder) dalam kehidupan kenegaraan umat, misalnya
adanya penjabaran profesi politik yang meliputi empat hal; (a) Sub
profesi pengukuran tanah, untuk menjamin kepastian kepemilikan
tanah warga masyarakat, (b) sub profesi militer, untuk menjamin
stabilitas keamanan dan pertahanan negara, (c) sub profesi kehakiman
untuk menyelesaikan sengketa antar warga negara, dan (d) Sub profesi
lmu hukum untuk menyusun perundang-undangan. (4) Adanya
kualifikasi dalam mengangkat kepala negara, dimana al-Ghazali

menekankan beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai realisasi
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prinsip al-Maslahah bagi kehidupan kenegaraan umat. Syarat ini untuk
menjamin berdirinya kepemimpinan yang berkualitas dan dapat
menjunjung finggi amanat yang diberikan. Syarat-syarat tersebut
adalah; merdeka, laki-laki, dewasa, keturunan suku quraisy, ilmu
pengetahuan, an-Najdah, kiffiyah dan wara’. Dalam hal im
pertimbangan al-Maslahah yang ditekankan al-Ghazali adalah pada
syarat an-Najdah, yaitu kepala negara harus memiliki kekuatan dan
kewibawaan serta kiffiyah vaitu kepala negara harus punya
kemampuan menyelesaikan segala persoalan. (5) Sumber kekuasaan
bagi al-Ghazali adalah dari tuhan dan manusia bertugas untuk
menjalankan kekuasaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Teori
kekuasaan al-Ghazali lebih mendekati pada teori ketuhanan seperti
yang dikemukakan oleh sarjana barat, meskipun pada prinsipnya
memiliki subtansi dan pendekatan yang berbeda. Teori al-Ghazali
tersebut juga merupakan penjabaran dari prinsip al-Maslahah dimana
teori tersebut merupakan teor yang sesua dengan kondisi kehidupan

al-Ghazali.

B. SARAN-SARAN

Sebagai sebuah telaah dari buah pemikiran al-Ghazali diatas, perlu penulis
kemukakan beberapa catatan yang dapat diambil dari pembahasan tentang
masalah im, Pertama, bahwa pemikiran al-Ghazali di bidang kenegaraan

sebenarmya sederhana, meskipun beliau banyak memaparkan aspek-aspek
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kenegaraan yang merupakan kebutnhan langsung bagi umat manusia, serta
tuntutan terhadap nilai moral yang dikembangkan oleh al-Ghazali dalam
merespon perkembangan umat Islam, utamanya di masa kehidupannya. Meskipun
begitu pemikiran al-Ghazali, kalau diukur dalam terminologi keberadaan
masyarakat modem yang banyak dihadapkan pada ruang lingkﬁp kehidupan
politik yang serba kompleks, pemikiran tersebut setidaknya dapat mengakomodir
terhadap berbagai tuntutan tentang kebutuhan nilai yang Islanm dan setidaknya
dapat dijadikan “pijakan moral” dalam memasuki kehidupan politik yang lebih
luas. Kedua, Dengan segala kesederhanaan dari buah pemikiran al-Ghazali di
bidang kenegaraan, setidaknya dapat diambil sart tauladan yang cukup efektif
dalam menapaki kehidupan politik di zaman sekarang. Imbauan moral dan prinsip
dasar kemaslahatan yang senantiasa melandasi buah pemikirannya, itu
membuktikan kebersihan hati al-Ghazali dalam upaya membangun sebuah tatanan
masyarakat yang “islami” pada masanya serta pada masa-masa sesudahnya,
termasuk sampat zaman modemn sekarang ni. Ketiga, Tokoh yang menyoroti
pemikiran al-Ghazali dan mendalami konsepsinya di bidang kenegaraan, masih
digolongkan minim, oleh karenanya, penelitian yang membahas masalah-masalah
yang serupa dengan penelitian ini serta pengembangannya lebih jauh, perlu untuk
senantiasa dihidup, karena sesungguhnya pemikiran al-Ghazali sebagai “hujjatul
islam” dengan kedalaman keilmuan dan pemikirannya, selalu aktual dan faktual
untuk senantiasa diteliti dan dikaji secara lebih dalam. Dan pemikiran al-Ghazali
tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menjawab berbagai permasalahan

yang timbul pada zaman sekarang.
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BIOGRAFI PARA TOKOH

L AL-GHAZALI

Abu hamid bin Muhammad al-Ghazali merupakan seorang teolog terkemuka,
ahli hukum, pemikir yang original, ahli tasawuf terkenal yang mendapatkan julukan
Hujjah al-Islam. Umat Islam di Indonesia mengenalnya terutama memlalui karya
tulisnya yang terbesar yaitu lhya' ‘Ulumuddin (menghidupkan kembali ilmu-ilmu
agama) yang terdiri enam jilid, yang oleh sementara kalangan dianggap sebagai buku
petunjuk pelaksanaan paripurna untuk pengamalan dan penghayatan ajaran Islam,
baik yang menyangkut ibadah murni maupun yang berkaitan dengan aspek-aspek
kehidupan bermasyarakat. Al-Ghazali dilahirkan di kota Thus, yang termasuk
wilayah Khurasan, pada tahun 450 H atau 1058 , dan wafat juga di Thus p;;d{tahun
505Hatau 1111 M.

Dia mendapatkan pendidikan awalnya di Thus, di bawah asuhan seorang
pendidik dan ahli tasawuf, sahabat karib ayahnya yang telah meninggal. Kemudian 1a
pindah ke Naisabur dan berguru tentang ilmu kalam atau teclogi pada Imam
Haramain Juwaini. Tampaknya pada waktu itu pula sudah mulai timbul
kebimbangannya pada pikirannya tentang kebenaran apa yang.didapatkannya dart
gurunya. Selain berguru pada Imam Haramam Juwaini, al-Ghazali juga belajar
kepada sejumlah ulama lain, tetapi umumnya kurang begitu terkenal. Kemudian dia“
menggabungkan diri dengan "kelompok” Nizham al-Mulk, wazir suitan (Saljuk) A.
Arsalan, suatu kelompok yang waktu itu sangat menarik bagt para cendikiawan muda
1slam. Pada tahun 484 H atau tahun 1091 M, al-Ghazali ditugaskan oleh Nizham al-
Mulk untuk mengajar di pendidikan tinggi Nizamiyah yang didirikan di Bghdad.
Empat tahun lamanya al-Ghazali mengajar pada lembaga kenamaan itu, dan melalui
jabatannya sebagai mahaguru namanya melejit, sehingga dia terhitung salah seorang
ilmuwan yang disegani, dan ahli hukumn yang dikagumi, tidak saja dalam lingkungan
Nizamiyah, tetapi juga di kalangan pemerintahan di Baghdad.

Al-Ghazali tidak pemah puas dengan pengetahuan vang telah dimilikinya. Di
samping kegiatannya sebagali mahaguru, dia terus mendalami ilmu filsafat dan
banyak menulis tentang cabang ilmu itu. Sementara itu dia masih juga meneruskan
kebiasaan berkhalwat dan uzlah atau menyendiri. Pada tahun 488 H atau 1095 M dia
mengganggn gangguan syaraf, dan karenanya tidak dapat lagi mengajar di
Nizhamiyah. Beberapa bulan kemudian dia meninggalkan Bghdad  dengan
memberikan kesan akan pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi
kemudian temyata kepergiannya dari Baghdad itu hendak mengakhiri karirnya baik
sebagai mahaguru maupun sebagai ahli hukum. Di tidak pergi ke Mekkah, tetapi ke
Damaskus, Suria. Dari Damaskus dia meneruskan perjalanan ke Yerussalem dan
tinggal di sana untuk beberapa lama. Di Yerussalem tersebut al-Ghazali lebih banyak
uziah atau berkhalwat hingga akhimya dia menemukan keyakinan dirinya tentang



ilmu tasawuf. Setelah keyakinan akan dunianya hidup, dia kemudian menulis
kitabnya yang terkenal yaitu Jhya' ‘Ulumuddin. Setelah dirasakannya telah cukup
akan kepergiannya, kemudia al-Ghazali meneruskan ke Mekkah untuk menunaikan
ibadah haji, dan setelah itu dia kembali ke tanah kelahirannya. Di masa akhir
hayatnya, al-Ghazali mendirikan Ma’had di Thus yang dipergunakan untuk mendidik
manusia yang ingin mendalami dunia tasawuf.

1I. IBNU TAIMIYAH

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Abu Abbas Ahmad bin Abd al-Halim bin
Abdul al-Salam Abdullah bin Muhammad bin Taimiyah. Dia dilahirkan di Haran
dekat Damaskus, Suria, pada tahun 661 H atau 1263 M, lima tahun setelah jatuhnya
Baghdad ke tangan bangsa Tatar, yang berarti pula berakhimya dinasti Abbasyiah.
Pada Usia enam tahun dia mengikuti ayahnya pindah ke Damaskus demi menghindar
dari kekejaman Tatar, Ayahnya, Abu al-Mahasin Abdul al-Halima adalah salah
seorang ulama terkemuka dar madzab Hambali. bahkan kakeknya, Syeikh al-Islam
Abu al-Barakat Abdul Al-Salam bin Abdullah juga salah seorang ahli figih Hambali,
yang juga ahli hadits dan tafsir. Di Damaskus semula ia belajar dari ayahnya sendir,
kemidian berguru kepada Ali Zain Ad-Din al-Mugaddasi, Naym ad-Din bin Asakir,
Zainab binth Maki, dan lain-lain. Pada usia dua puluh tahun, ketika ayahnya tutup
usia, dia mulai memperhatikan perhatian besar untuk mempelajart figth Hambali, di
samping mendalami ilmu-ilmu al-Qur’an, Hadits dan Teologi. Sebagai seorang
ilmuwan, Ibnu Taimiyah mendapatkan reputasi sebagat seorang yang berwawasan
luas, pendukung kebebasan berpikir, tajam perasaan, teguh pendirian dan pemberani,
serta menguasal banyak cabang ilmu pengetahuan agama. Dia seorang ahli dalam
bidang tafsir, hadits, teologt dan figih, khususnya figih Hambali.

IIL IBNU KHALDUN

Nama dan silsilah lengkap Ibnu Khaldun adalah Abd ar-Rahman bin
Muhammad bin Mohammad bin Hasan bin Jabir bin Mohammad bin Ibrahim bin
Abd ar-Rahman bin Khaldul. Dia dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara, pada tahun 732
H atau 1332 M, dan keluarga pendatang dari Andalusia, Spanyol Selatan, yang
pindah ke Tunisia pada pertengahan abad VII H. Asal keluarga Ibnu Khaldun yang
sesungguhnya dari Hadramaut, Yaman Selatan. Nama Tbnu Khaldun diambil dari
nama kakeknya yang ke sembilan, Khalid bin Utsman. kakeknya ini merupakan
pendatang pertama dari keluarga itu ke Andalusia, sebagai seorang pasukan Arab
penakduk wilayah bagian selatan Spanyol. Khalid kemudian lebih terkenal dengan
panggilan Khaldun sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi penduduk Andalusia
dan Afrika Barat Laut waktu itu, yakni penambahan pada akhir nama dengan “un”
sebagat pernyataan penghargaan kepada keluarga penyandangnya. Dengan deinikian
Khalid menjadi Khaldun.



Guru pertama Ibnu Khaldun adalah ayahnya sendiri. Dia belajar membaca dan
menghafal al-Qur’an. Dia fasih dalam qira’ah sab’ah (tujuh cara membaca al-
Qur’an). Dia memperlihatkan perhatiannya yang seimbang dan merata antara mata
pelajaran tafsir, hadits, fiqih, dan Gramatika bahasa Arab yang diambilnya dari
segjumlah puru yang terkenal di Tunisia. Waktu itu Tunisia merupakan salah satu
pusat ilmu pengetahuan dan sastra Arab. Kemudian secara khusus 1a mendalami ilmu
hadits dan figih madzab Maliki, disamping ilmu bahasa, sastra mantik dan filsafat.

Ibnu Khaldun menghabiskan iebili dari dua pertiga umurnya di Tunisia,
Aljazair, dan Maroko, serta Andalusia yang terletak di ujung selatan Spanyol. Pada
waktu itu kawasan tersebut tidak pernah menikmati stabilitas dan ketenangan politik,
sebaliknya merupakan kancah perebutan dan pertarungan kekuasaan antar dinasti dan
juga pemberontakan sehingga kawasan tersebut atau sebagian darinya sering
berpindah tangan dari satu dinasti ke dinasti yang lainnya. Ibnu Khaldun meniti karir
dalam bidang pemerintahan dan politik di kawasan Afrika Barat Laut dan Andalusia
selama hampir seperempat Abad. Dalam kurun waktu itu lebih dani sepulub kali dia
berpindah jabatan dan seringkali bergeser lovalitas dari satu dinasti ke dinasti yang
lain dan dari seorang pengausa ke penguasa yang lain dan dinasti yang sama.

Pada tahun 784 H atau 1382 M, Ibnu khaldun meninggalkan Tunisia dan
belayar menuju Aleksandria, Mesir kemudian menuju ke Mekkah untuk menenuaikan
ibadah Haji. Setelah itu ia kembali ke Mesir dan menetap di sana. Dalam sisa
hidupnya, ia masih sempat mengabdikan diri pada pemerintahan dinasti Mameluk
yang berkuasa di Mesir dan menjabat menjadi Hakim Agung untuk madzab Maliki.
Ibnu Khaldun wafat pada tahun 808 H atau 1406 M, dikuburkan di makam tokoh-
tokoh dan ulama terkemuka di luar pintu gerbang Nashr, Kairo.

IV.IMAM AL-MAWARDI "

Nama lengkap ilmuwan Islam ini adalah Abu Hasan Ali bin Habib al-Mawardi
al-Bashri, yang hidup antara tahun 364 H atau 975 M dan 450 H atau 1059 M. Dia
seorang pemikir Islam yang terkenal, tokoh tyerkemuka madzab Syafi’i dan pejabat
tinggl yang besar pengarulinya dalam pemerintahan Abbasiyah. Setelah berpindah-
pindah dari satu kota ke kota lain sebagai hakim, akhirnya dia kembali dan menetap
di Baghdad, dan mendapat kedudukan yang terhormat pada pemerintahan Khalifah
Qadir.

Situasi politik di dunia Islam pada masa Mawardi, yakni menjelang akhir abad
X sampai pertengahan abad XI M, senantiasa mengalami pergolakan. Pemerintahan
kekuasaan Islam yang semula berpusat di Baghdad, lambat laun surut dan beralih
kepada kekuasaan kerajaan bawahan yang kebanyakan di dominasi dart suku Turki
dan Parsi. Pada waktu itu khalifah di Bghdad hanya merupakan kepala negara yang
resmi dengan kekuasaan formalnya saja, sedangkan yang mempunyai kekuasaan
sebenarnya dan pelaksana pemerintahan adalah pejabat-pejabat tinggi dan panglima-
panglima yang berkebangsaan Turki dan Parsia serta penguasa-penguasa wilayah.



Al-Mawardi terrnasuk penulis produktif. Cukup banyak karyanya dalam
berbagai cabang ilmu, dari ilmu bahasa sampai sastra, tafsir, figih dan ketatanegaraan.
Salah satu bukunya yang paling terkenal adalah Adab al-Duniya wa al-Din (tata
krama kehidupan dunia dan agamawi). Selain itu empat karya tulis di bidang politik,
dua diantaranya adalah al-Ahkam  al-Sulthaniyah  (peraturan-peraturan
kerajaan/pemerintahan) dan Qawanin al-Wuzarah, Siyasah al-Malik (ketentuan-
ketentuan kewaziran, politik raja). .

V. MUNAWIR SJADZALI

Merupakan tokoh intelektual dan agama serta diplomat yang menjabat sebagai
menteri Agama sejak kabinet pembangunan IV (1983-1988) hingga kabinet
pembangunan V (1988-1993). Munawir Sjadzali lahir di Klaten, Jawa Tengah pada
tahun 1925. Setelah menamatkan sekolah menengah pertama / tinggi Islam
“Mambaul Ulum” di Solo, selanjutnya menjdi guru di Ungaran Semarang, dan selama
masa perjuangan kemerdekaan ikut menyumbangkan tenaga antara lain sebagai
penghubung markas pertempuran Jawa tengah dengan badan-badan kelaskaran Islam.
Karimya di lingkungan departemen luar negeri dirintisnya sejak tahun 1950 ketika
ditugaskan pada seksi Arab/ Timur Tengah. Di luar negeri ia menjalankan tugas
berturut-turut di Wangsington DC (1956-1959) dan Kolombo (1963-1968), kemudian
menjabat sebagai Minister / wakil kepala perwakilan RI di London (1971-1974), dan
selanjutnya diangkat menjadi duta besar RI untuk Emirat KUwait, Bahrain, Qatar,
dan Perserikatan Keemiran Arab (1976-1980). Adapun tugas-tugas di dalam negeri
yang pernah dijabatnya adalah sebagai kepala bagian Amerika Utara (1959-1963),
Kepala Biro Tata Usaha Pimpinan Deplu (1969-1970), Kepala Biro Umum Deplu
(1975-1976), Staf ahli 1nenteri Luar Negeri, dan Direktur Jenderal Politik
Departemen Luar Negeri sejak tahun 1980. Pendidikan Universitasnya di luar negen
pada University of Exeter, Inggris (1953-1954), dan goergetown Univérsity,
Wangsington DC, serta memperoleh gelar M.A. dengan tesis Indonesia’s Muslim
Parties and Their Political Concepts (1959). Sebagai pengajar pada fakultas pasca
Sarjana Institut Agama Isam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.
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